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PUTUSAN
Nomor 1969/Pdt.G/2014/PA Mks

L4 ) \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Yang MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara :
PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pai,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat.
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dahulu
bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, namun sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar
wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat.

Pengadilan Agamatersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04
Desember 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama  Makassar dengan Nomor
1969/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 04 Desember 2014, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin
tanggal 12 Nopember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
1126/40/X11/2012 tanggal 03 Desember 2012,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

3. Bahwakiniusia perkawinan Penggugatdengan Tergugattelah mencapai
2 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami
istri selama 4 bulan, dan tidak melakukan hubungan suami istri (qabla
dukhul).

4. Bahwabermula sejak tanggal 19 November 2012 keadaan rumah tangga
Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis, namun rukun kembali,
kemudian pada tanggal 28 Maret 2013 keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena
terjadinya perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus dan tidak
ada harapan lagi untuk didamaikan.

5. Bahwaadapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
b. Tergugat sering menceritakan kepada orang lain tentang aib keluarga;
c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/
rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai
itikad baik untukiitu.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat
tinggal bersama dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya
sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah
mencapai 1 tahun 9 bulan.

8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat

Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Pai, Kecamatan
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Biringkanaya, Kota Makassar Nomor: 474.3/743/KP/XI11/2014 tanggal 02
Desember 2014.

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunyayangterbaik
bagi Penggugatdaripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh
menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

10.Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak
satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

11.Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat
30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka

Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar

dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat
30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapatlain, mohon agar perkara ini diputus

menuruthukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
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sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugatyang maksud dan isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1126/40/X11/2012 tanggal 03 Desember
2012, bukti P;
B. Saksi:
1. SAKSI I, umur 50 tahun, memberikan keterangan di bawah

sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yaitu saksi adalah ibu kandung
Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12
Nopember 2012 di Kota Makassar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan
hidup rukun selama kurang lebih satu minggu di rumah saksi dan
tidak pernah berhubungan sebagai suami istri.

- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga bahwa Tergugat tidak bisa
melakukan hubungan suamiistri dan saksi ketahui dari pengakuan
Penggugat.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mampu
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melakukan hubungan suami istri.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
dan Penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang
keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan
pertengkaran.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kini
Penggugat tinggal di Jalan Goa Ria Taman Sudiang Indah Blok
A4, sedang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, Tergugat
pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan Maret
2013 sampai sekarang.

- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati Penggugat agar

kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI I, umur 39 tahun, memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat yaitu saksi adalah orang dekat
Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12
Nopember 2012 di Kota Makassar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan
hidup rukun selama kurang lebih satu minggu di rumah saksi dan
tidak pernah berhubungan sebagai suami istri.

- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga bahwa Tergugat tidak bisa
melakukan hubungan suami istri dan saksi ketahui dari pengakuan
Penggugat.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mampu
melakukan hubungan suami istri.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi tentang keadaan
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rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan
pertengkaran.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kini
Penggugat tinggal di Jalan Goa Ria Taman Sudiang Indah Blok
A4, sedang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, Tergugat
pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan Maret
2013 sampai sekarang.

- Bahwa saksi selaku orang dekat telah menasehati Penggugatagar
kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusanini, maka semua

hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, maka
Penggugattelah mengajukan alatbukti suratP. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang
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merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugatdan

Tergugat yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 2012, sehingga bukti

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa
dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syaratformal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai dalilangka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. BahwaPenggugatdan Tergugat adalah pasangan suamiistriyang sah;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin
kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal
28 Maret 2013 sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum
Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133
sebagai berikut:
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Alls aldll agle 3l lea 5 148 53N dpe ) aae X3 Ol
Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan

menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak

satu’”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil
alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan
perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum
point 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama
Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugatdan Tergugatbertempat tinggal
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
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menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugatdengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untukitu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 281.000,- (duaratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus
2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulga'dah 1436 Hijriyah, oleh
kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah
Malik, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Hj. St. Munirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugattanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs. Kamaruddin
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putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. St. Munirah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.190.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp.281.000,- (duaratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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